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WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 134 TAHUN 2018
TENTANG

PENEGASAN ATAS NOMENKLATUR KELEMBAGAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH SETELAH DI BERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

Menimbang

Mengingat

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian sebagai peraturan
pelaksanaannya diberlakukannya Peraturan Walikota
Probolinggo yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang
bersangkutan, terdapat materi muatan Peraturan Walikota
berisi materi nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat
Daerah yang masih belum disesuaikan dengan Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penegasan
Atas Nomenklatur Kelembagaan Organisasi Peraturan Daerah
Setelah Di Berlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049;



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);



Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor J5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);

13. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017
tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2017 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118
Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 16);

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN ATAS
NOMENKLATUR  KELEMBAGAAN  ORGANISASI PERATURAN
DAERAH SETELAH DI BERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.



Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka semua materi muatan

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat Perangkat Daerah

yang berisi materi nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ada dan

masih berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah

sebagai berikut :

a.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah haruslah dibaca dan dimaknai
sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset haruslah dibaca dan
dimaknai sebagai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Dinas Pendidikan haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pekerjaan Umum haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana haruslah dibaca dan
dimaknai sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;

Badan Lingkungan Hidup haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas
Lingkungan Hidup;

Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan haruslah dibaca dan
dimaknai sebagai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan haruslah dibaca dan
dimaknai sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata haruslah dibaca dan dimaknai
sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Kantor Perpustakaan dan Arsip haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Kelautan dan Perikanan haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas

Perikanan; dan

. Dinas Pertanian haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan;



Pasal 2
Selain dan selebihnya nomenklatur kelembagaan organisasi perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 adalah sama dan haruslah dibaca
dan dimaknai sama dan sesuai dengan nomenklatur kelembagaan pada organisasi

perangkat daerah yang bersangkutan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 134
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